
WALIKOTA SINGKAWANG 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG 
NOMOR 15 TAHUN 2018 

TENTANG 

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN 
BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SINGKAWANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

WALIKOTA SINGKAWANG, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daertih, perlu membentuk Peraturan 
Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis 
Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota 
Singkawang; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119); 

3 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahim 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tah im 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tah im 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelen^araan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

8- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Sin^cawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Singkawang 51); 

9. Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Pungsi serta 
Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota 
Singkawang Tahun 2016 Nomor 52); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT 
PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SINGKAWANG. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan ; 
1. Daerah adalah Kota Singkawang. 
2 . Pemerintali Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

pcnyelenggara Pemerintahan Daerah yang mcmimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Walikota adalah Walikota Singkawang. 
4- Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota 

Singkawang. 
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas 

adalah Dinas Perhubungan Kota Singkawang sebagai 
unsur pelaksana urusan pemerintahan perhubungan. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota 
Singkawang. 

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut 
Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis 
Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubimgan 
Kota Singkawang. 



8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya d i ^ bu t UPT 
adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional 
dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas 
Perhubungan Kota Singkawang. 

9. Apamtur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekeija pada 
instansi pemerintah. 

10. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi 
di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang. 

11 . Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang 
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik 
serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 

12. Jabatan fungsional adalah sekolompok jabatan yang berisi 
fungsi dan tu j ^ s berkaitan dengan pelayanan fungsional 
yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan 
tertentu. 

BAB I I 
PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk UPT Pengujian 
Kendaraan Bermotor Kelas A. 

BAB III 
KEDUDUKAN 

Pasal 3 
(1) UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional 

dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas. 
(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 

seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggungjawab kepada k e p ^ a Dinas . 

BAB IV 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 4 
(1) Sus iman Oiganisasi UPT terdiri atas ; 

a. Kepala UPT; 
b. Subbagian Tata Usaha; dan 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Struktur Organisasi UPT sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Walikota ini. 



B A B V 
TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Kepala UPT 

Pasal 5 

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 
mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional 
dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas dalam bidang 
perhubungan. 

Pasal 6 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 UPT mempunyai fungsi : 
a. pcnyusunan rencana, program dan jjelaporan pelaksanaan 

kegiatan UPT; 
b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan UPT dengan unit 

kerja terkait; 
c. penyelenggaraan uji syarat teknis dan laik ja lan kendaraan 

bermotor; 
d. pelayanan informasi mengenai persyaratan, tarif dan 

mekanisme pelayanan uji kendaraan bmnotor; 
e. pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor; 
f. pelaksanaan pengujian dan pengesahan hasi l uji 

kendaraan bermotor; 
g. pelaksanaan keijasama pelayanan p>engujian kendaraan 

bermotor dengan instansi pemerintah dan non pemerintah; 
h . pelaksanaan administrasi UPT; dan 
i. pelaksanaan f u n ^ i lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 
Pasal 7 

K^jala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 
huruf a mempunyai tugas memimpin, membina, 
mengoordinasikan, memfasilitasi, mcnyelcnggarakan, 
mengawasi dan mengendalikan kegiatan UPT berdasarkan 
ketentuan yang berlaku. 

B ^ i a n Kedua 
Subbagian Tata Usaha 

Pasal 8 
(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah Kepala 
UPT. 

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian 
Tata Usaha yang ber tan^ung jawab kepada Kepala UPT. 



Pasal 9 
Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat (1) melaksanakan tugas dalam pelayanan administratif 
UPT. 

Pasal 10 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi: 
a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha UPT; 
b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Subbagian 

Tata Usaha UPT; 
c. penyelenggaraan tugas dan pelayanan administratif 

meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, 
pengelolaan aset, penjrusunan program, evaluasi dan 
pelaporan, pengelolaan keuangan, rumah t a n ^ a , 
kearsipan, tata persinatan, kehumasan, organisasi dan 
tatalaksana dan urusan umum lainnya. 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT 
sesuai dengan tugas dan fiingsinya. 

Bagian Kedelapan 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 11 
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (I) huruf c mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas teknis tertentu pada UPT sesuai dengan bidang 
keahlian dan keterampilannya. 

Pasal 12 
(1) Kelompok jabatan fungsional sebs^aimana dimaksud 

dalam Pasal 11 terdiri atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil 
dalam jenjang jabatan fungsional/tenaga fungsional 
berdasarkan bidang keahlian, keterampilan, spesialisasi 
tertentu yang dibutuhkan sesuai prosedur dan ketentuan 
yang berlaku. 

(2) Kelompok Jabatan fimgsional sebagaimana yang dimaksud 
pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tcnaga fungsional 
senior yang ditunjuk, berkedudukan di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala UPT. 

(3) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan 
ftmgsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan d e n ^ n Peraturan Walikota berdasarkan 
kebutuhan melalui analisis jabatan. 

BAB VI 
TATA K E R J A DAN PELAPORAN 

Bagian Kesatu 
Tata Kerja 
Pasal 13 

(1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan 
prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang 
dipimpiimya. 

(2] Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan 
sistem pengendalian internal. 



(3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin, 
mengkoordinasikan dan memberikan pengarahan serta 
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. 

(4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan 
pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di 
bawahnya. 

(5) Kepala UPT dapat menunjuk koordinator sesuai dengan 
kebutuhan guna kelancaran tugas melalui Surat 
Keputusan Kepala Dinas. 

Bagian Kedua 
Pelaporan 
Pasal 14 

(1) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan 
tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan 
tepat waktu kepada Kepala Dinas. 

(2) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan akuntabilitas 
kineija instansi kepada Kepala Dinas tepat waktu yang 
disusim berdasarkan ketentuan dan pedoman yang 
berlaku. 

(3) Setiap unsur Pimpinan unit kerja di lingkungan UPT wajib 
mematuhi kebijakan dan pedoman keija yang diberikan 
sesuai ketentuan dan wajib menyampaikan laporan 
pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-
waktu dan tepat waktu kepada atasan masing-masing 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

(4) Setiap Pimpinan unit ketja di lingkungan UPT wajib 
memperhatikan dan mengolah laporan yang diterima dari 
bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi 
dan bahan pcrtimbangan dalam memberikan kebijakan 
kerja bagi bawahan. 

BABVn 
PEMBIAYAAN 

Pasal 15 
Pcmbiayaan untuk mendukung kegiatan UPT dibebankan 
pada A n ^ ^ r a n Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan 
sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB v m 
KEPEGAWAIAN 

Pasal 16 
(1) Kepala UPT diangkat dan diberhcntikan oleh Walikota dari 

PNS yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Kepala UPT, Kepala Subbagian, pegawai pada jabatan 
fungsional dan jabatan pelaksana diangkat dan 
diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dari Pegawai 
Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas, Jabatan 
Fungsional dan Jabatan Pelaksana h a m s memperhatikan 



syarat jabatan dan kompetensi jabatan sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Syarat jabatan untuk tiap Jabatan Pengawas, Jabatan 
Fungsional dan Jabatan Pelaksana ditetapkan dengan 
Peraturan Walikota yang dirumuskan oleh satuan kerja 
yang bertanggungjawab di bidang oiganisasi. 

(5) Kepala Subbagian diutamakan dijabat oleh personil yang 
memiliki latar belakang pendidilmn di bidang administrasi 
dan/atau memiliki kemampuan, pengetahuan dan 
pengalaman kerja di bidang administrasi. 

(5) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier 
pegawai, masa jabatan bagi I^gawai Negeri Sipil dalam 
suatu jabatan struktural maksimal 5 (lima) tahun. 

(7) Fonnasi Pegawai Negeri Sipil Dinas disusun beidasarkan 
analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis 
pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekcijaan dan peralatan 
yang tersedia. 

(8) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) setiap tahun 
ditetapkan oleh Walikota. 

BAB IX 
JABATAN 
Pasal 17 

(1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IVa atau 
jabatan pengawas. 

(2) Kepala Subba^an Tata Usaha merupakan jabatan 
struktural eselon IVb atau jabatan pengawas. 

(3) Staf Pelaksana pelayanan publik serta administrasi 
pemerintahan dan pembangunan merupakan Jabatan 
Pelaksana. 

B A B X 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 18 
(1) Kepala UPT wajib memberikan dukungan dan kerjasama 

yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta 
memfasilitasi penataan oiganisasi perangkat daerah yang 
dilaksanakan oleh satuan keqa yang bertanggungjawab di 
bidang oiganisasi. 

(2) Evaluasi Mnerja UPT dilakukan setiap tahun sekali di 
bawah koordinasi Kepala Dinas yang secara teknis 
operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung 
jawab di bidang evaluasi dan pelaporan kmerja Satuan 
Kerja Perangkat Daerah. 

(3) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi Kepala UPT 
menyampaikan laporan hasi l k e ^ t a n masing-masing 
berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku. 

(4) Dalam rangka penyempumaan kelembagaan UPT, maka 
unit kerja yang bertan^ungjawab di bidang organisasi 
berkewajiban melakukan evaluasi beban kerja setiap 
pemegang jabatan melalui observasi {a(^vity sampling^ 
secara periodik. 



BAB X I 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 19 
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, seluruh PNS 
beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan UPT 
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Nomor 11 
Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan 
Bermotor Kota Singkawang tetap melaksanakan tugas dan 
fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat baru 
berdasarkan Peraturan Walikota ini. 

BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan 
Walikota Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan, 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 
Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Singkawang (Berita 
Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 11) dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 21 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Singkawang. 

Ditetapkan di Singkawang 
pada tanggal 16 Maret 2018 

WALIKOTA SINGKAWANG, 
ttd 

TJHAI CHUI MIE 

Diundangkan di Singkawang 
pada tanggal 19 Maret 2018 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG 
ttd 

BUJANG SYUKRIE 

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018 NOMOR 14 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

YASMALIZAR, SH 
NIP. 19681016 199803 1 004 
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WALIKOTA SINGKAWANG, 
ttd 

TJHAI CHUI MIE 

Salman sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

NIP. 19681016 199803 1 004 


